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SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN TAHUN
TUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor: 01/IL3.SP/L/IV/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima Bulan April tahun Dua Ribu Sembilan
Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Dra. Sujinah, M.Pd - Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah
Surabaya, bertindak atas nama Rektor
Universitas Muhammadiyah Surabaya yang
selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut

sebagai PIHAK PERTAMA,
2.Dr. ASRI WIJAYANTI, SH., - Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya,
M.H dalam hal ini bertindak scbagai pengusul dan

Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran
2019 untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada kontrak penelitian Tahun Tunggal Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIl tahun anggaran 2019 nomor:
812/SP2H/LT/MONO/L7/2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan
diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Penglitian Tahun Tunggal Tahun
2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai
berikut:

PASAL 1

Kontrak penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan
Negara

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ¢1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor !5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

5. Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun 2019
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya
Keluaran Tahun 2019

10. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 antara Direktorat Riset dan Pengabdian
Masyarakat dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor
113/SP2H/LT/DRPM/2019

PASAL 2

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Hibah Penelitian Mono Tahun Skema
Produk Terapan tahun anggaran 2019 dengan judul “MODEL BANTUAN HUKUM
TERHADAP KAUM MARGINAL DI KOTA SURABAYA BERBASIS

KEADILAN”,

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan
keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban
menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam
bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada PIHAK PERTAMA.

(3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Penelitian Tahun Tunggal Skema Produk
Terapan tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai
dari DIPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya Nomor :
113/SP2H/LT/DRPM/2019

PASAL 3

(1) PIHAK PERTAMA menyalurkan dana untuk kegiatan penelitian sebagaimana
dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp 57.800.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan
Ratus Riibu Rupiah), Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan
sebagai berikut
a. Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 40.460.000,00 (Empat Puluh Juta

Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan setelah PEHAK KEDUA melakukan
unggah revisi proposal penelitian dan RAB ke laman SIMLITABMAS.

b. Pembayaran tahap kedua 30% sebesar Rp 17.340.000,00 (Tujuh Belas Juta Tiga
Ratus Empat Puluh Ribu Rupiak} yang di dibayarkan setelah Pihak Kedua
mengirim dokumen sebagai berikut :

a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian
b. Catatan Harian Pelaksanaan Penelitan
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian
yang telah ditetapkan
Untuk diunggah ke laman simlitabmas dan diserahkan ke LPPM UMSurabaya
dalam bentuk hard file.

¢. Pihak Kedua wajib menyimpan hardcopy laporan baik laporan kemajuan dan
laporan akhir serta laporan penggunaan dana 70% dan 30 %.

d. Pihak Kedua bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada
ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai
dengan jumlah dana yang diberikan oleh Pihak Pertama.

e. Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke
Kas Negara.



PASAL 4

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dibayarkan kepada PIHAK
KEDUA melalui rekening vang diajukan dan atas nama PIHAK KEDUA.

PASAL 5

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program
Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai
dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan unggah ke laman SIMLITABMAS
dokumen-dokumen sebagai benikut :

Revisi Proposal Penelitian

Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penehtian

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah

ditetapkan
e. Laporan AKhir Pelaksanaan Penelitian
f. Luaran Penelitian

(3) Perolehan hasil penelitian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(4) Perolehan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua dokumen
yang dimaksud pada ayat (2) dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 16
November 2019 dan hard copy diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

(5) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan Monitoring dan Evaluasi internal
terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2019 sebelum
pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
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PASAL 6

(1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah
Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

(2) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2019, maka PIHAK
KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu
anaggota tim kepada PIHAK PERTAMA,

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti
ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka PIHAK KEDUA harus
mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke kas
negara.

(4) Bukti setor scbagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh PIHAK PERTAMA,



PASAL 7

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah
Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau
terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhlr3
maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1 %o (satu permil) setiap haq
keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dan
tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (4), yang terdapgt dal_am
Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Peneliian Universitas
Muhammadiyah Surabaya Tahun Anggaran 2019 ;

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Neggra dan foto copy
bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada
PIHAK PERTAMA.

(3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlaml?qmn atau kegagalan
dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau
diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PTHAK yang dapat
digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure). .

(4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force

majewre) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit,
kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara,
serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara
nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.

(5) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai
bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib, dan PARA PIHAK dengan i’tikad baik akan
segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 8

(1) Apabila di kemudian hari judul Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya
ketidakjujuran/ittkad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka
kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA
wajib mengembalikan dana Hibah Penelitian Tahun anggaran 2019 yang telah diterima
kepada PITHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL Y

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN
dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke kantor
pelayanan pajak setempat sebagai berikut;
1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:

a. 5% bagl yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak

memiliki NPWP.

b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan

3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.



PASAL 10

(1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah
Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Setiap publikasi, makalh, dan/atau ckspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
hasil penelitian ini WAJIB mencantumkan pihak pemberi dana.

(3) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dan kegiatan
ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga masyarakat
melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 11

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan
mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih domisili hukum di
Pengadilan Negeri Surabaya.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini atau terjadi perubahan dalam kontrak
penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak penelitian.

PASAL 12

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pro i itian ini di
r gram Hibah Penelitian ini dibuat kap 2
(dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e

PIHAK PERTAMA PTHAK KEDUA
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“Dr.-Dra. Sujinah, M.Pd Dr. ASRT WIJAYANTL S.H., M.H

NIK. 01202196590004 NIDN. 0002066901




